
 | 27  
 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

           
 

GENTRIFIKASI DAN AKAR-AKAR MASALAH SOSIAL: MENAKAR IDENTIFIKASI, 

DIAGNOSIS, DAN TREATMENT PROSES GENTRIFIKASI SEBAGAI MASALAH 

SOSIAL 

 

Pinurba Parama Pratiyudha 
Universitas Gadjah Mada, Indonesia 

 

Abstrak: Gentrifikasi atau perubahan kondisi demografi dan sosio spasial 

kawasan perkotaan, membawa munculnya pergolakan masyarakat dalam 

melawan proses tersebut. Transformasi pola surplus nilai di kawasan 

perkotaan dan keberperanan pemerintah menciptakan kawasan perkotaan yang 

ramah terhadap pasar menjadi alasan dari munculnya proses tersebut. Artikel 

ini pertama bertujuan untuk mengidentifikasi gentrifikasi sebagai bentuk dari 

masalah sosial yang menyebabkan perubahan rupa kondisi sosial kawasan 

perkotaan. Munculnya kosentrasi kapital dan kelas menengah ke dalam kota 

membawa pada terjadinya proses perubahan. Perubahan ini kemudian 

menjadikan gentrifikasi sebagai masalah sosial yang bersifat sistemik. 

Berangkat dari hal itu tulisan ini mengangkat diagnosis atas gentrifikasi 

sebagai suatu bentuk masalah sosial di kawasan perkotaan.  

Diagnosis yang dibangun memperlihatkan pula sebagai masalah sosial yang 

berakar dari kesalahan sistem (system blame approach). Proses gentrifikasi 

muncul dari pola produksi ruang yang timpang, dengan bentuk relasi produksi 

yang terlalu dominan oleh salah satu aktor. Berikutnya tulisan ini membahas 

bentuk penyelesaian masalah (treatment) dengan mendukung pada inklusifitas 

pembangunan sosial di ruang perkotaan. Tulisan ini berargumen bahwa hak 

atas kota (right to the city) sebagai solusi dalam mengatasi gentrifikasi sebagai 

masalah sosial. 
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1. PENDAHULUAN  

Tulisan ini berangkat dari keresahan global terkait permasalahan penataan kawasan di tengah 

kota. Berdasarkan publikasi artikel The Guardian pada bulan Maret 2018, kota Bordeaux menjadi 

contoh bagaimana adanya resistensi masyarakat atas kebijakan urban pemerintah kota. Masyarakat 

kota Bordeaux sudah jengah dengan okupasi lapangan kerja oleh penduduk non-Bordeaux dan 

disingkirkannya para penduduk miskin di kawasan tengah kota (The Guardian, 2018). Kota 

Bordeaux lambat laun mulai dikuasai oleh masyarakat Bordeaux berpenghasilan tinggi serta para 

pendatang dari Paris. Fenomena ini tidak lepas dari upaya pemerintah kota Bordeaux menghadirkan 

kawasan perkotaan yang ramah dengan pengembangan industri yang pesat. Kedatangan para 

pendatang merupakan cara dalam menumbuhkan industri kawasan downtown  perkotaan. Sehingga 

bentuk-bentuk penyingkiran kawasan miskin dilakukan dalam upaya mewujudkan kawasan 

perkotaan yang ramah. 

Kota Bordeaux tidaklah sendiri dalam menghadapi kasus yang serupa. Ambisi Jakarta pada 

tahun 2016 untuk memiliki Cheonggyecheon versi Indonesia, membawa pada bentuk upaya 

penyingkiran elemen-elemen yang ‘tidak diinginkan’ dari ruang-ruang publik di Jakarta. 

Pemerintah DKI Jakarta mulai melakukan bentuk upaya tersebut dengan menyingkirkan mereka 
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yang ‘tidak diinginkan’ melalui program revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta. Kawasan Kota Tua 

harus steril dari para pedagang kaki lima (PKL), pengamen, dan pertunjukan jalan. Pemerintah DKI 

Jakarta mencanangkan dirinya sebagai kota yang ramah terhadap perkembangan co-working space 

dan pasar anak muda untuk mengembangkan ruang kreatif. Sterilisasi beberapa kawasan ruang 

publik juga menunjang upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan dan mengembangkan pasar 

dengan memasukan pengunjung berpenghasilan menengah ke atas (The Guardian, 2016). Untuk 

tujuan inilah kemudian pemerintah DKI Jakarta dibantu aparat dan bulldozer dari tahun 2016 

hingga 2017 menggalakan penggusuran kawasan-kawasan yang tidak diinginkan seperti kawasan 

pemukiman kumuh di bantaran sungai hingga kawasan pedagang kaki lima.  

Sedari dulu perkembangan kawasan perkotaan menunjukan tendensi penyingkiran kelompok 

marjinal dari ruang perkotaan. Harvey (2008) menggambarkan kondisi serupa terjadi di Paris 

memasuki abad ke-20 ketika pemerintah Kerajaan Perancis melakukan penggusuran pemukiman 

kumuh dan penataan ulang kawasan urban Paris. Arsitek dan kelompok birokrasi pemerintah kota 

melihat ruang kota sebagai suatu objek yang diam. Kota dilihat sebagai sesuatu yang dapat diubah 

dan dibentuk sesuai tujuan yang ingin dicapai (Lefebvre, 1991). Hal inilah yang kemudian 

berdampak pada pandangan pengembangan kawasan perkotaan yang mendekati logika-logika 

kapitalisme. Dalam upaya menarik investor asing serta perputaran modal manusia yang cepat, kota 

dunia berusaha menghadirkan diri dalam citra yang modern dan anti terhadap elemen kotor seperti 

perkumuhan dan kelompok masyarakat marjinal. 

Kondisi-kondisi yang telah disebutkan sebelumnya sangat erat kaitannya dengan konsep 

gentrifikasi dalam pembangunan kawasan urban. Gentrifikasi dimaknai sebagai bentuk transformasi 

kelas sosial atau daerah kosong di kawasan tengah kota menjadi kawasan kelompok kelas 

menengah atau untuk tujuan komersial (Lees, Slater, & Wyly, 2007). Gentrifikasi menjadi bentuk 

komodikasi makna dari ruang perkotaan yang cenderung menyesuaikan kebutuhan kelas menengah 

atau pasar. Pergeseran penduduk kota dari kelompok kelas menengah ke bawah menjadi kelompok 

kelas menengah ke atas ialah hal yang kentara pada proses ini (Cocola-Gant, 2019; Sturtevant, 

2014). Sehingga kemudian pemerintah kota berusaha untuk mewujudkan kawasan kota dengan 

kualitas hidup yang baik.  

Secara positif gentrifikasi dibutuhkan dalam upaya merevitalisasi dan perbaikan kondisi 

perkotaan (Atkinson, 2002, 2004). Kondisi wilayah yang pada awalnya merupakan kawasan yang 

tidak sehat dan terkhususnya tidak ramah secara lingkungan, dapat mengalami perbaikan kualitas 

dengan melalui proses gentrifikasi. Namun pada sisi lain, gentrifikasi menjadi penyebab dari 

munculnya jurang ketimpangan dan permasalahan terkait keadilan sosial (Harvey, 2009; Smith, 

2008). Pemusatan pembangunan pada kebutuhan kelompok kelas menengah menjadikan kian 

tersingkirkannya keberadaan kelompok marjinal dan membawa masalah ketidakadilan dalam 

pembentukan ruang kota itu sendiri. 

Berangkat dari penjelasan yang telah disebutkan, tulisan ini mengidentifikasi gentrifikasi sebagai 

bentuk dari masalah sosial yang menyebabkan perubahan rupa kondisi sosial kawasan perkotaan. 

Berlanjut dari penjelasan ini kemudian tulisan ini juga mengangkat terkait bagaimana diagnosa atas 

gentrifikasi sebagai suatu bentuk masalah sosial di kawasan perkotaan. Terakhir tulisan ini berusaha 

melihat bentuk-bentuk penanganan yang tepat, terutama dalam konteks inklusifitas pembangunan 

sosial. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Tulisan ini dibangun menggunakan pendekatan metode literature review. Jesson et.al. (2011) 

mengkategorikan literature review sebagai metode yang dapat berdiri sendiri. Literature review 

ialah metode berbasis perpustakaan atau metode di atas meja dengan melibatkan analisis sekunder 

atas pengetahuan yang hadir secara eksplisit. Penelitian ini mengambil pendekatan literature review 

sebagai penggambaran dari pandangan segala literatur yang berkaitan dengan gentrifikasi dan 

kedudukannya sebagai masalah sosial dan kemudian membangun perspektif dan perdebatan baru 

terkait topik tersebut. Meminjam sebagian kecil model analisis berbasis systematic literature review 
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(Hart, 1998), artikel ini membangun litarature review dengan berbasis pada kata kunci modal sosial 

dan gentrifikasi dalam database karya ilmiah yang tersedia. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gentrifikasi, Definisi dan Pengembangannya 

Definisi gentrifikasi pada dasarnya masih dalam perdebatan, terutama dalam konteks 

pembangunan urban. Gentrifikasi merupakan transformasi dari kelas pekerja atau daerah kosong di 

tengah kota menjadi kawasan hunian kelas menengah dan/atau kawasan komersial (Gould & Lewis, 

2012; Lees et al., 2007). Pada pandangan kritis, gentrifikasi dinilai sebagai fenomena masuknya 

kelas menengah dan kapital yang melingkupi mereka ke dalam area kelas ekonomi bawah (Smith, 

1979, 1982). Pada perkembangannya gentrifikasi kemudian mendorong pada bentuk penyingkiran 

kawasan kumuh dan kelompok marjinal dari kawasan yang dimasuki oleh kapital dan/atau kelas 

menengah.  

Berdasarkan tinjauan literatur yang dihimpun setidaknya terdapat beberapa terminologi 

gentrifikasi yang dikembangkan dengan melihat konteks kasus terhadap dinamika sosial 

masyarakat. Terminologi pertama ialah apa yang disebut dengan gentrifikasi hijau. Gentrifikasi 

hijau ialah ketika kebijakan urban yang dikuasai oleh perspektif neoliberal mendorong pada 

penciptaan ruang hijau baru dalam tujuan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan (Bryson, 

2013; Dooling, 2009; Harvey, 1989). Menurut Doshi (2019) gentrifikasi hijau dimanifestasikan 

dalam bentuk pembersihan kawasan kumuh dalam tujuan kelompok kelas menengah dan kelas atas. 

Kelompok-kelompok ini mengharapkan pada kondisi lingkungan yang estetik dan sehat terutama 

melihat isu banjir dan polusi udara. Pandangan ini setidaknya diakomodasi dalam bentuk 

pengembangan infrastruktur hijau (Anguelovski, 2016) dan kawasan yang estetik melalui kebijakan 

perencanaan urban.  

Mengacu pada perpektif paska kolonial, gentrifikasi yang terjadi di belahan selatan terutama di 

benua Asia memiliki karakteristik yang berbeda dengan model gentrifikasi pada umumnya. 

Gentrifikasi di beberapa negara di Asia memiliki keterkaitan yang erat dengan relasi antara 

masyarakat (warga negara) dengan pemerintah (Ghertner, 2011; Ley & Teo, 2013). Pertumbuhan 

kelas menengah terdorong bukan karena tumbuhnya neoliberalisme, namun lebih kepada 

transformasi sosial politik masyarakat (Chatterjee, 2004; Fernandes, 2004). Hal ini secara erat 

berbicara terkait kaitannya dengan keberfungsian politik kutural yang berkembang. Langgengnya 

pola patron klien dan relasi klientelisme (van Klinken, 2018) dalam kultur masyarakat dunia ketiga, 

menjadikan adanya ikatan yang unik antara pasar, negara, dengan masyarakat. Pada konteks 

gentrifikasi ikatan unik terbaca dalam proses gentrifikasi yang justru tidak menciptakan 

pertentangan kelas seperti yang dijelaskan. Namun lebih dari itu, gentrifikasi yang terjadi di negara 

Asia terutama, lebih mendorong pada munculnya masalah laten dan efek samping kemiskinan yang 

bersifat jangka panjang. 

Salah satu pembahasan yang menarik dalam diskursus gentrifikasi ialah kaitannya dengan 

fenomena peningkatan kualitas (upgrading) pemukiman perkotaan. Lambert & Boddy (2002) dalam 

kesimpulannya melihat pembangunan pemukiman baru di kawasan tengah kota tidaklah dapat 

dikatakan sebagai gentrifikasi. Dengan menganalisa perkembangan yang terjadi di kota London, 

proses pembangunan pemukiman baru ini tidaklah memberi efek samping pada perpindahan 

populasi berdasarkan kelas maupun penggusuran. Namun pandangan ini mendapat penekanan pada 

bentuk gentrifikasi yang lebih luas daripada sekedar perpindahan atau penggusuran kelas pekerja. 

Gentrifikasi telah berkembang menjadi permasalahan komodifikasi ruang, polarisasi relasi kuasa, 

dan kedaulatan kelompok marjinal (Clark, 2005; Davidson & Lees, 2010; D Mitchell, 2003). 

Sehingga pada titik ini, gentrifikasi bukan hanya pada tataran kelas, namun berkembang pada relasi 

sosial budaya yang simbolik.  

3.2 Identifikasi Gentrifikasi Sebagai Masalah Sosial 

Terminologi masalah sosial biasanya diambil sebagai penggambaran kondisi sosial yang 

merubah dan merusak masyarakat – seperti kriminalitas, penyimpangan moral, dan sikap rasisme. 

Persepsi sosiologis mendefinisikan masalah sosial sebagai bentuk proses daripada suatu kondisi 



 
Pratiyudha / Reka Ruang, Vol 2, No 1, 2019, 27-38   

30 | 
 

(Best, 2013). Proses masalah sosial dimulai dari klaim kelompok/individu atas suatu kondisi yang 

dinilai sebagai masalah. Hal yang telah didefinisikan inilah kemudian haruslah dapat dipahami dan 

ditentukan bentuk dari penanganan yang tepat. Pada konteks ini kemudian dapat dilihat bagaimana 

masalah sosial pada perspektif sosiologis memiliki pendirian yang relatif. Weinberg et al (1973) 

dalam argumennya mengatakan bahwa masalah sosial sebagai sesuatu yang dianggap bertentangan 

dengan persepsi dan nilai masyarakat. Sehingga pada penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa 

masalah sosial berdiri atas sejuta makna yang bergantung pada kondisi masyarakat yang 

berkembang. 

Terlepas sebagai fenomena yang dipersepsikan dan dikonstruksikan, masalah sosial pada sudut 

pandang pembangunan sosial menjadi bahan kajian yang harus dapat diurai dan diselesaikan. 

Setidaknya dalam Soetomo (2013) bentuk-bentuk penanganan masalah dikonsepsikan dalam tiga 

tahap: identifikasi, diagnosis, dan treatment. Tahap identifikasi ditujukan untuk membuka 

kesadaran dan keyakinan bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat masalah sosial. Kemudian 

tahap diagnosis dilakukan sebagai upaya untuk menemukan dan mempelajari latar belakang dari 

masalah sosial yang muncul, serta faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

Sementara tahap ketiga ialah upaya pemecahan yang dapat dilakukan merunut pada hasil diagnosis. 

Pada penjelasan berikutnya pada sub-bab ini akan berfokus pada tahap pertama yaitu identifikasi 

masalah sosial. Kedua tahap yang lain akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.  

Tulisan ini berargumen bahwa gentrifikasi merupakan masalah sosial yang muncul pada level 

sistem. Identifikasi masalah sosial pada level sistem pada dasarnya melihat fenomena yang 

teridentifikasi tersebut terjadi pada level kondisi sistem masyarakat sebagai suatu kebulatan 

(Soetomo, 2013). Hal yang dipandang ‘sakit’ bukanlah individu namun masyarakat (atau sistem) itu 

sendiri. Gentrifikasi sendiri pada dasarnya ialah fenomena yang bersifat sistemik. Proses ini tercipta 

ketika suatu kawasan tengah kota diokupasi oleh kelas menengah-atas dan akumulasi kapital. 

Bentuk okupasi ini yang kemudian ditekankan sebagai dampak yang telah terpola dalam suatu 

sistem pertumbuhan kawasan urban. Bentuk sistem ini mewujud nyata ketika aliran akumulasi 

kapital yang masuk di suatu kawasan mendorong pada kebijakan pembangunan yang berdasarkan 

kepentingan kapital. Hal ini yang kemudian oleh Smith (1982, 2008) membentuk sistem jungkat-

jungkit pembangunan tidak berimbang (uneven development) yang kemudian termanifestasikan 

secara nyata dalam bentuk gentrifikasi. Identifikasi gentrifikasi sebagai masalah yang bersifat 

sistem semakin nyata dalam keterlibatan kelompok masyarakat yang lintas kelas, aktor pemerintah, 

serta pelaku pasar (Aufseeser, 2014; Kyung, 2011; Reese, Deverteuil, & Thach, 2010) yang turut 

melanggengkan proses gentrifikasi. 

Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam mendalami gentrifikasi sebagai masalah sosial 

tidaklah dapat dilihat menggunakan tata ukuran tertentu. Pembentukan prasyarat suatu masalah 

sosial untuk dilihat secara objektif maupun subjektif (Soetomo, 2013), bagi penulis akan sangat 

susah untuk mengidentifikasi akarnya bilamana permasalahan sosial yang muncul cenderung terjadi 

pada level yang luas dan abstrak. Untuk dilihat menggunakan ukuran objektif, pola gentrifikasi 

secara umum berbeda-beda di setiap kawasan urban. Salah satu contoh yang nampak ialah 

perbedaan pola gentrifikasi antara daerah belahan dunia utara dengan balahan dunia selatan 

(Ghertner, 2011, 2014).  Sementara secara subyektif pada dasarnya masih cukup rancu untuk 

disimpulkan secara umum oleh karena tidak terlepas dengan hegemoni perspektif kapitalisme dan 

sentralisme dari pembangunan kawasan perkotaan ke dalam setiap sistem sosial masyarakat (Lee, 

2012; Loopmans, 2008; Sanders-Mcdonagh, Peyrefitte, & Ryalls, 2016). Keterbatasan bentuk 

ukuran tersebut membawa pada terlacaknya relasi masalah sosial hingga pada akar-akar relasi 

kuasa. Untuk melihat lebih dalam penulis kemudian menbangun bentuk analisis identifikasi 

masalah sosial dengam memdukan dengan konteks relasi kuasa. Secara rinci kemudian dibagi 

dalam bentuk dua identifikasi utama. 

Identifikasi pertama ialah dilihat dari gentrifikasi sebagai bentuk pembangunan kota yang 

menyingkirkan kelompok marjinal. Proses masuknya kelompok kelas menengah ke atas dan 

akumulasi modal memberi dampak pada naiknya harga jual dan sewa lahan di suatu kawasan 

(Hochstenbach & Musterd, 2016; Ortega, 2016; Smith, 1982). Permasalahan naiknya harga jual dan 
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sewa lahan memberi dampak pada semakin sedikitnya kelas sosial ekonomi menengah ke bawah 

untuk mengakses lahan di kawasan tengah kota. Ketidakmampuan daya sewa dan beli atas lahan 

juga mendorong kelompok ekonomi bawah yang sudah harus tersingkir cepat atau lambat 

(Fransham, 2019; Gorczynska, 2018; Marcuse, 2016). Kelas ekonomi bawah akan mengalami suatu 

proses berat untuk memenuhi kebutuhan lahan dan kehidupannya oleh karena naiknya standar 

hidup. 

Identifikasi kedua yaitu dengan melihat gentrifikasi sebagai suatu masalah hegemoni dari 

pemikiran kapitalisme dan sentralisme kebijakan. Pada konteks ini gentrifikasi telah melekatkan 

dirinya sebagai bentuk fenomena yang positif. Pemerintah kota bersama aktor privat dan beberapa 

kelompok kelas menengah ke atas mengendepankan gentrifikasi sebagai upaya perbaikan ruang 

kota (Aufseeser, 2014; Wu, Edensor, & Cheng, 2018). Gambaran model kota bersih dan modern 

lahir dari konstruksi kelas menengah ke atas terkait kota ideal (Chaskin & Joseph, 2013; Ghertner, 

2011; Parizeau, 2017). Kelompok kelas menengah ke bawah yang menduduki kawasan yang 

dianggap memiliki surplus nilai tinggi serta kawasan yang dianggap perlu dihijaukan (Anguelovski, 

Connolly, & Brand, 2018; Anguelovski, Irazábal‐Zurita, & Connolly, 2019; Dooling, 2009; Doshi, 

2019), diminta untuk menyingkirkan diri demi pada kepentingan bersama. Konstruksi demikian 

menjadi masalah karena secara tak langsung membangun pola pikir untuk mengamini adanya 

ketimpangan dan kemudian diteruskan dalam bentuk kebijakan pemerintah. 

3.3 Diagnosis Masalah Sosial dalam Proses Gentrifikasi 

Paska pengindetifikasian suatu masalah sosial maka tahap selanjutnya ialah melakukan 

diagnosis proses dari masalah sosial. Keberadaan tahap diagnosis ini menjadi acuan dalam 

memunculkan rekomendasi penyelesaian masalah (treatment) yang berkesesuaian dengan kondisi 

yang berkembang. (Soetomo, 2013). Pada upaya diagnosis suatu masalah sosial setidaknya terdapat 

dua pendekatan: berbasis pada kesalahan individu (person blame approach) dan pada kesalahan 

sistem (system blame approach) (Elitzen, 1986). Pedekatan yang berbasis pada kesalahan individu 

melihat individu sebagai sumber masalah dan menjadikan individu tersebut sebagai unit diagnosis 

dari masalah sosial. Sementara itu pendekatan yang berbasis pada kesalahan individu 

menggambarkan sumber masalah dan unit diagnosisnya ialah pada level sistem. Pada sub-bab ini 

diagnosis masalah sosial gentrifikasi di kawasan urban dilihat dari level sistem.  

Secara garis besar penulis berargumen bahwa proses gentrifikasi berakar pada proses produksi 

ruang perkotaan yang timpang. Produksi ruang merupakan wujud dari praktik spasial yang hadir 

dari pemaknaan atas lingkungan melalui jaringan yang menghubungkan dengan aktivitas sosial dan 

penggunaan waktu (Lefebvre, 1991). Pada proses produksi ruang, relasi proses ini dilihat sebagai 

bentuk yang bersifat dialektis antara ruang yang dipraktikan, ruang yang dikonsepsikan, dan ruang 

yang dipersepsikan. Ketiga proses ini dibahasakan oleh Lefebvre sebagai tiga konspetual dari 

produksi atas ruang sosial. Setiap proses tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan 

saling terkait dalam pemahaman reproduksi perkembangan perkotaan. Ruang yang dipraktikan 

(spatial practices) mengacu pada hubungan spasial antara objek dan ouvre (produk ruang). Dalam 

pengertian ini ruang dimaknai sebagai ruang yang hidup (lived space) yang hadir dari proses kohesi 

sosial. Sementara itu representasi ruang (representations of space) merupakan bentuk produksi atas 

ruang dalam bentuk simbol dan kode yang dibangun dari satu sudut tertentu. Mudahnya, ruang 

dikonsepsikan (conceived space) dari konstruksi orang atau beberapa orang pada umumnya. 

Terakhir, ruang representasional (representational space) hadir dari pemaknaan simbol yang hidup 

dalam ruang tersebut. Hal ini berkaitan secara khusus dengan ruang yang dipersepsikan (perceived 

space) oleh individu dan/atau kelompok yang hidup nyata dalam ruang. 

Gentrifikasi digambarkan hadir sebagai akibat ketika proses produksi ruang berlangsung secara 

timpang. Dalam perspektif kajian perkotaan ranah bentuk representasi ruang merupakan arena di 

mana arsitek dan perencana kota merumuskan bentuk kota yang ideal (Harvey, 2009; Lefebvre, 

1991; Don Mitchell, 1995). Posisi ini menjadi akar masalah ketika keberperanan para arsitek 

bersama aktor kebijakan sangat kuat untuk mempersepsikan definisi dari ruang kota. Sudah barang 

tentu kemudian di sini para arsiktek terlalu dijejali makna perkotaan berdasarkan perspektif 

teknokratis dan kapitalis (Faulconbridge & McNeil, 2010; He, 2010; Scott, 1999). Penyingkiran 
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elemen-elemen yang dinilai merusak pemandangan serta tidak memiliki nilai akumulasi yang tinggi 

merupakan suatu keharusan bagi kedua perskeptif ini. Keberadaan kawasan kumuh, para 

gelandangan, hingga kelompok marjinal tak diinginkan sebisa mungkin tidak boleh memasuki suatu 

ruang. Ruang dimaknai sebagai fungsi yang sudah dirumuskan bersama dalam keilmuan arsitek dan 

kebutuhan kota layak yang berorientasi pasar. Dari sinilah kemudian proses gentrifikasi terjadi 

dengan mengupayakan kawasan tengah kota yang ramah kepada kelompok menengah ke atas dan 

penanam modal.  

Besarnya peran pemaknaan ruang oleh kelompok arsitek, aktor kebijakan, dan kelompok 

kapital memberi tempat bagi eksploitasi peran produksi ruang. Peran dari kelompok masyarakat 

yang tinggal dalam ruang tersebut untuk mendefinisikan makna dari ruang menjadi terbatas. Hal ini 

terwujud pada bentuk produksi ruang representasional  yang tidak utuh (Brenner, 2000; Soja, 2010; 

Watkins, 2005). Ruang justru semata hanya dikonsepsikan dari meja kebijakan dan gambar-gambar 

arsitek tata ruang. Lebih dari itu hal ini memberi kemudahan bagi aktor pasar dalam mengintervensi 

pembentukan ruang. Hal ini kian menjadi ironi ketika aktor yang mengkonsepsikan ruang ini 

bukanlah mereka yang secara nyata hidup dalam ruang itu (Lefebvre, 1991, 2000, 2003). Sehingga 

secara mudah dapat dikatakan bahwa peran masyarakat dalam turut mendefinisikan ruang kota 

secara halus dihilangkan perkotaan (Purcell, 1997; Ye, Chen, Duan, & Yang, 2017). Penulis 

kemudian melihat bahwa ketimpangan ini yang kemudian melanggengkan proses gentrifikasi ruang. 

Peran masyarakat menengah ke bawah yang terbatas menjadikan proses pembentukan ruang hanya 

berlangsung satu arah.  

Perspektif pembangunan kawasan perkotaan turut melanggengkan proses gentrifikasi. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, perspektif arsitek dan aktor kebijakan cenderung mendekati pola 

pikir teknokratis dan kapitalis. Sehingga tujuan pembangunan ruang kota akhirnya lebih diarahkan 

pada pola yang bersifat elitis (top-down) dan beroritentasi pada pengakumulasian modal kapital 

(Cassiers & Kesteloot, 2012; Harvey, 1985; Ley & Teo, 2013; Lopez-Morales, 2015). Walaupun 

ditengah maraknya perspektif kolaboratif dalam pembangunan kota, logika teknokratis dan kapitalis 

tidak dapat dielakan dan justru dilanggengkan secara kuat dalam perspektif tersebut. Hal ini 

semakin nampak di negara belahan selatan dalam bentuk relasi kuasa pemerintah dengan 

masyarakat. Kekuatan relasi pemerintah dengan masyarakat yang herarkis menciptakan bentuk-

bentuk gentrifikasi ‘sukarela’ dari masyarakat (Arkaraprasertkul, 2018; Shin, 2016; Waley, 2016). 

Pada akhirnya di sini kemudian masyarakat ekonomi menengah ke bawah cenderung akhirnya 

menerima proses gentrifikasi dan penggusuran dikarenakan kurangnya kesadaran yang tinggi atas 

peran produksi ruang. 

Ketimpangan produksi ruang juga membangun hegemoni perspektif kelas menengah di 

kawasan urban terkait konsep kota ideal. Pendekatan pembangunan kota yang terkonsepkan oleh 

pendekatan kapitalisme dan neoliberalisme (He, 2010; Wang, 2011) mendorong pada wacana-

wacana kota ideal kepada kelompok kelas menengah. Sebagai kelas yang berpendidikan sekaligus 

memiliki kestabilan ekonomi yang lebih baik, kelas menengah ini ditakdirkan tumbuh pada logika 

individualistik (María Luisa, 2008). Sehingga kepentingan kelas ini hanyalah pada kebutuhan 

individunya dan budaya konsumsi. Kedua hal ini juga mendorong terbentuknya pandangan kelas 

menengah akan kota estetik (Ghertner, 2015; Harvey, 2008; Pow, 2009). Kota yang ideal ialah kota 

dengan taman yang asri, sistem transportasi yang terintegrasi, serta kota dengan fasilitas yang 

modern. Dari titik inilah kemudian kelas menengah membangun sistem yang diskriminatif melalui 

opini-opini publik dalam upaya penyingkiran kelompok dan elemen urban yang dianggap merusak 

definisi kota ideal. 

3.4 Hak atas Kota, Treatment Masalah Sosial, dan Kota Inklusif 

Upaya penanganan (treatment) masalah sosial pada dasarnya ialah wujud pada usaha untuk 

meminimalisir berkembangnya masalah sosial. Sebab sudah sejatinya proses penanganan masalah 

sosial tidak dapat berlangsung secara ideal (Soetomo, 2013). Proses treatment dari masalah sosial 

setidaknya mencakup pada konteks yang luas. Setidaknya terdapat tiga usaha penanganan masalah 

sosial: usaha rehabilitatif, preventif, dan developmental. Pada konteks permasalahan gentrifikasi, 

penulis tidak secara umum menggunakan perspektif tersebut. Berdasarkan argumen yang dibangun 
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sebelumnya digambarkan bawah gentrifikasi sendiri merupakan produk dari ketimpangan produksi 

ruang. Ketimpangan produksi ruang inilah yang kemudian dapat dijawab dengan membangun 

konsepsi baru dalam relasi kuasa aras ruang. Mengacu pada pendapat Lefebvre (2000) dan Harvey 

(2012), penulis berargumen bahwa permasalahan gentrifikasi hanya dapat diselesaikan melalui 

penguatan hak atas kota (right to the city) masyarakat urban. 

Henri Lefebvre (2000) dalam tulisannya “Le droit a la ville” mengatakan bahwa kota adalah 

ruang dari lahirnya cry and demand dalam konteks hak kemanusiaan untuk membentuk, merubah, 

dan memperbarui kehidupan urban. Hak atas kota hadir sebagai bentuk bagaimana kota 

membutuhkan suatu bentuk revolusioner atas ketimpangan proses produksi ruang (Lefebvre, 2003). 

Sementara itu Harvey (2012) mengembangkan konsepsi hak atas kota sebagai kekuatan kolektif 

untuk merubah dan mendesain penataan kota. Penataan perkotaan merupakan wujud kekuatan 

kolektif tersebut mampu mengatur proses urbanisasi baik secara fundamental maupun radikal 

(Mathivet, 2010; Njoh, 2017). Proses mendapatkan kekuatan tersebut merupakan bentuk bagaimana 

masyarakat mampu mengklaim kota mereka. Sehingga kemudian hak atas kota bagi Harvey 

merupakan bentuk kemampuan partisipasi kolektif masyarakat untuk merubah kota mereka. 

Salah satu faktor kunci dalam semangat hak atas kota ialah penguatan advokasi kepada 

kelompok-kelompok yang termarjinalkan. Mereka yang sudah tersingkir dalam ruang kota ialah 

mereka yang terpinggirkan dalam partisipasinya untuk membentuk ruang kota (D Mitchell, 2003; 

Don Mitchell, 1995). Proses ini kemudian didukung dengan mendirikan jaringan-jaringan relawan 

yang berfungsi dalam menguatkan basis suara mereka yang terpinggirkan. Membangun slogan-

slogan terkait keberadaan kota yang inklusif, kota yang humanis, serta kota yang kosmopolis ialah 

salah satu cara rehabilitasi (Leontidou, 2010; Mayer, 2010; Sandercock, 2006). Dengan menguatkan 

jaringan sosial dan proses kampanye, secara lambat tapi pasti wacana hak atas kota akan menjadi 

kekuatan hegemoni. Hal ini kemudian memberi tekanan kepada aktor pemerintah, pasar, hingga 

kelompok masyarakat secara luas untuk melihat dan menengok permasalahan yang ditimbulkan dari 

gentrifikasi. Pada saat yang bersamaan pula juga diperlukan penanganan sementara kepada 

kelompok marjinal yang tersingkir dalam bentuk tempat berlindung sementara dan bantuan 

kemanusiaan. 

Bentuk penanganan masalah lainnya ialah dengan penguatan hak partisipasi setiap warga kota. 

Hak partisipasi dalam konteks hak atas kota berdasarkan penelitian Sorensen dan Sagaris (2010) 

memiliki tiga karakteristik yang perlu ditinjau. Pertama, untuk mejalankan hak ini, diperlukannya 

pengorganisasian secara kolektif untuk mendefinisikan hak dengan mengacu pada keseharian 

kehidupan masyarakat. Pendefinisian hak ini secara ideal dapat terbentuk melalui keputusan 

kolektif yang deliberatif. Kedua dalam bentuk partisipasi yang dilakukan tidak akan terlepas dengan 

konteks hak-hak lainnya. Pendek kata dalam hak atas kota terkandung sekumpulan hak yang saling 

berhubungan satu dengan lain dan menyesuaikan pada konteks kelokalan. Karakter yang ketiga 

yaitu tanpa adanya perbedaan dan bentuk kolektivitas, tidak akan tercipta upaya advokasi yang 

kuat. Sehingga secara umum partisipasi dalam konteks hak atas kota tercipta secara maksimal 

ketika kekuatan komunitas dapat bekerja secara mandiri. Melalui ketiga pendekatan ini proses 

preventif dan developmental tercapai dengan memberi penguatan aspek partisipasi masyarakat. 

Bentuk penanganan melalui upaya promosi hak atas kota merupakan wujud dari penciptaan kota 

yang inklusif secara sosial. Gentrifikasi secara langsung dan tidak langsung membentuk kawasan 

perkotaan yang cenderung eksklusif. Kasus di Amerika menggambarkan bagaimana gentrifikasi 

kelas ekonomi yang hadir membentuk masyarakat yang eksklusif dengan menolak kelompok 

tertentu untuk masuk ke pemukiman mereka (Lopez-Morales, 2016; Shaw & Sullivan, 2011). Hak 

atas kota pada dasarnya adalah gambaran Lefebvre dalam mewujudkan kota yang inklusif. Setiap 

warga negara di dalam kota itu memiliki hak untuk membentuk dan berkehidupan di dalam ruang 

kota secara layak. Tidak ada diskriminasi dan bentuk-bentuk relasi ketidakadilan yang dihadirkan 

dalam ruang kota (Harvey, 2009; Lefebvre, 2003; McCann, 2002; Purcell, 2003, 2014). Lebih jauh 

lagi penguatan peran hak atas kota di dalam masyarakat kota memberi dorongan dalam 

mempromosikan suatu kota yang berkeadilan. 
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4. KESIMPULAN 

Tulisan ini pertama berargumen bahwa gentrifikasi diidentifikasikan sebagai masalah sosial 

dengan unit pada level sistem. Gentrifikasi secara umum didefinisikan sebagai transformasi dari 

kelas pekerja atau daerah kosong di tengah kota menjadi kawasan hunian kelas menengah dan/atau 

kawasan komersial dengan masuknya modal dan kelas menengah atas. Identifikasi pertama ialah 

keberadaan gentrifikasi sebagai gambaran dari pembangunan kota yang menyingkirkan kelompok 

marjinal. Identifikasi kedua yaitu dengan melihat gentrifikasi sebagai suatu masalah hegemoni dari 

pemikiran kapitalisme dan sentralisme kebijakan. Gentrifikasi telah menjadi semacam konstruksi 

yang diterima oleh pengemban kebijakan dan masyarakat. Hal ini berujugn pada pemakluman dari 

proses gentrifikasi.  

Argumen selanjutnya dari tulisan ini bahwa pada dasarnya gentrifikasi didiagnosis sebagai suatu 

masalah sosial dengan melihatnya dalam sudut pandang sistem. Proses gentrifikasi pada dasarnya 

hadir dari keberadaan sistem produksi ruang yang timpang. Ketimpangan ini terasa kentara ketika 

keberperanan para arsitek bersama aktor kebijakan sangat kuat untuk mempersepsikan definisi dari 

ruang kota. Hal ini memberi peluang kepada pasar untuk turut mengintervensi dalam pendefinisian 

ruang sosial perkotaan. Peran dari kelompok masyarakat yang tinggal dalam ruang tersebut untuk 

mendefinisikan makna dari ruang menjadi terbatas dan tidak bisa terepresentasikan secara baik. 

Ketimpangan produksi ruang juga membangun hegemoni perspektif kelas menengah di kawasan 

urban terkait konsep kota ideal. Kota ideal yang dikonsepsikan dalam bentuk kota yang tertata, 

bersih, dan modern kemudian mendorong hadirnya wacana publik yang kian melanggengkan proses 

gentrifikasi. 

Terakhir, tulisan ini mengacu pada argumen Lefebvre (2000) dan Harvey (2012) hanya dapat 

diselesaikan melalui penguatan hak atas kota (right to the city) masyarakat urban. Penanganan 

melalui hak atas kota ini mencakup ada usaha penguatan advokasi kepada masyarakat yang 

tersingkir oleh karena gentrifikasi dan pemberdayaan hak partisipasi kepada setiap warga kota, 

terutama mereka yang termarjinalkan. Gentrifikasi secara langsung dan tidak langsung membentuk 

kawasan perkotaan yang cenderung eksklusif. Hak atas kota pada dasarnya adalah gambaran 

Lefebvre dalam mewujudkan kota yang inklusif. Setiap warga negara di dalam kota itu memiliki 

hak untuk membentuk dan berkehidupan di dalam ruang kota secara layak. 
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